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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan
Perubahan KUA termasuk kategori formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan
dalam perencanaan operasional anggaran. Sebagai suatu kebijakan pada tingkat
operasional, penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 merujuk pada Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun berdasarkan
Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto Tahun
2024 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 10 Tahun
2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2024. Perubahn KUA Kota Sawahlunto Tahun 2024 memuat pokok-pokok
kebijakan penganggaran secara konseptual yang akan dijadikan pedoman dan acuan
operasional di dalam perencanaan perubahan anggaran tahun 2024, yaitu memuat
kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan APBD, kebijakan
perubahan pendapatan daerah, kebijakan perubahan belanja daerah, kebijakan
perubahan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Strategi pencapaian
memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target selanjutnya dituangkan
dalam Perubahan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun
2024.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan
dianggarkan dalam Perubahan APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk
Nota Kesepakatan tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah.
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Disamping memperhatikan kinerja pelaksanaan APBD tahun 2023,
penyusunan Perubahan KUA juga mempertimbangkan perkiraan kemampuan
keuangan daerah sampai dengan akhir tahun 2024. Perkembangan perekonomian Kota
Sawahlunto tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Perubahan KUA karena
bagaimana pun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh
dari pendapatan daerah tidak terlepas dari prospek perekonomian Kota Sawahlunto ke
depan. Namun demikian, rencana belanja daerah harus tetap diselaraskan dengan
kemampuan keuangan daerah sehingga defisit yang ditimbulkan masih dalam batasan

yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku.

Sepanjang pelaksanaan APBD 2024 ada beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian antara lain :

1.  Adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan
daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan
kegiatan berkenaan yaitu antara lain adanya penyesuaian target indikator makro
Kota Sawahunto untuk Tahun 2024 berdasarkan hasil realisasi tahun 2023;

2. Surat Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Nomor : 74/S-HP/XVIIL.PDG/04/2024 Perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2023 tentang Defisit Anggaran
Belanja Tahun 2024 Melebihi Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83 Tahun 2023 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah
Tahun Anggaran 2024;

3. APBD TA 2024 mengalami defisit sebesar Rp. 65.907.675.509.-, sehingga
diperlukan pengurangan anggaran untuk memenuhi batas maksimal defisit
daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2023
tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit
APBD dan Batas Kumulatif Pembiayaan Utang Daerah Tahun Anggaran 2024,
sehingga ada penyesuaian terhadap pagu anggaran dan target di beberapa sub
kegiatan pada SKPD;
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d. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 96 Tahun 2023
tentang Penjabaran APBD TA 2024 tanggal 2 Juli 2024, pergeseran karena

penyesuaian kebutuhan gaji ASN serta penyesuaian perubahan belanja pada
beberapa SKPD.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas maka perlu
dilakukan penyesuaian terhadap kegiatan yang kemudian akan dituangkan dalam
Perubahan KUA Tahun 2024 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2024.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun 2024 adalah :

. Tersedianya dokumen perencanaan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) yang merupakan pedoman dasar dan
acuan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2024;

2. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan baik dari segi pendapatan, belanja maupun pembiayaan;

3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada
tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;

4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan

penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum yang berkaitan dalam penulisan Perubahan Kebijakan Umum
APBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

.
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2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Penggantian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kota Madya Daerah Tingkat Il Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang PEdoman Umum
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 927);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) beserta
pemutakhirannya;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
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9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomo 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016
Nomor 14) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor
2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 98);

10. Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana
Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026;

11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024.
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BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi nasional dan
regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan.
Secara lebih rinci, kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi
dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi,
pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang
berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan
ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi
ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang menjadi
landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke sampai dengan
akhir tahun. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut digunakan sebagai dasar
asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, khususnya terkait dengan

pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang
menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Sumatera
Barat, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-
asumsi yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Perubahan KUA tahun 2024.
Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi
keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari
segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

Disamping itu kerangka ekonomi makro menggambarkan kemampuan keuangan
Kota Sawahlunto untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir
tahun 2024, sehingga diuraikan tentang berbagai kebijakan untuk menghadapi peluang
dan tantangan yang ada, terutama yang terkait dengan perkembangan ekonomi makro
daerah.
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2.1

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah
terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi
nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang dapat mempengaruhi kondisi dan
kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto. Kerangka ekonomi daerah menguraikan
perkembangan ekonomi global dan domistik beberapa tahun serta perkiraan dan
prospek ekonomi domestik dan global ke depan. Gambaran dan perkiraan
ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2024 yang
menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal
dalam penyusunan Perubahan KUA Kota Sawahlunto Tahun 2024.

Arah kebijakan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024 tidak lepas dari arah
kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi regional Provinsi
Sumatera Barat. Secara umum kebijakan ekonomi nasional tahun 2024
diarahkan pada “Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem” dan “Penguatan Daya Saing Usaha”. Hal ini terlihat pada Rancangan
Awal RKP tahun 2024 yang mengusung tema “Mempercepat Transformasi
Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan sasaran pembangunan
mengupayakan pencapaian target-target RPJMN tahun 2020-2024 dan
mendorong terciptanya fondasi yang kokoh bagi pembangunan periode 2025-
2029 melalui percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dan peningkatan
kualitas dan daya saing sumber daya manusia, hal ini untuk mencapai Sasaran
dan Indikator Pembangunan Nasional tahun 2024 yang ditargetkan sebagai
berikut :

e Pertumbuhan Ekonomi :53-57%

e Tingkat Kemiskinan 16,5-7,5%

e Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) :5,0-5.7%

e Rasio Gini :0,374- 0,377
¢ Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,99 — 74,02
* Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) : 27,27 %

e Nilai TukarPetani (NTP) :105-108

e Nilai TukarNelayan (NTN) :107-110
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Sejalan dengan arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2024, arah

kebijakan ekonomi di tingkat regional Sumatera Barat lebih fokus pada

“Optimalisasi Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan,

Peningkatan Perdaganan dan IKM serta Penguatan Brand Image Pariwisata di

Sumatera Barat”. Hal ini terlihat dari RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun

2024 yang mengusung tema “Transformasi Sektor Strategis yang Inklusif dan

Berkelanjutan”. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 menargetkan

capaian sasaran makro pembangunan sebagai berikut :

Pertumbuhan ekonomi : 4,76 %
PDRB Per Kapita 159,88 juta
Tingkat Pengangguran Terbuka 15,70 %
Tingkat Kemiskinan 15,62%
IPM 174,23
Indeks Gini 10,290

Untuk mencapai target indikator makro Provinsi Sumatera Barat tersebut,

terdapat tujuh Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan rincian sebagai
berikut :

. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan,

terampil dan berdaya saing;

Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah
Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;

Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan,
peternakan dan perikanan;

Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta
ekonomi berbasis digital;

Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya saing kepariwisataan;
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan
berkelanjutan;

Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih,
akuntabel serta berkualitas.
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Dengan berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2024,
arah kebijakan ekonomi regional Sumatera Barat tahun 2024 dan arah kebijakan
ekonomi pada RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 serta tidak lepas dari
perkembangan ekonomi makro Kota Sawahlunto beberapa tahun terakhir, maka
secara umum arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Sawahlunto
pada tahun 2024 ditujukan pada upaya “Peningkatan Pengelolaan Pariwisata”
dan “Peningkatan Daya Saing Usaha yang Berbasis Sumber Daya Lokal”. Hal
ini terlihat pada RKPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 yang mengusung tema
“Meningkatkan Daya Saing Daerah dengan Keunggulan Pariwisata dan Produk
Lokal serta Penguatan Pelayanan Dasar”.

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk untuk
mengelola  mulai  dari  merencanakan, melaksanakan, mengawasi,
mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan
kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan
tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran
pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua
hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat
dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah
hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber
pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau
sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan
yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk
mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di
daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar
sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk
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menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa

terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

L

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan
kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi
kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah

Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja

dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

I,

sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi;

berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;

tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan;

dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawabdengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat
untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan
penerimaan dan pengeluaran daerah.

S ——
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Penyusunan Perubahan KUA Tahun 2024 dilaksanakan dengan
menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta
kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara
memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas
fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan, namun dapat dipadu serasikan
antar kementerian/lembaga terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas
pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku
kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program
prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan,
dengan bersama sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara
pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-

masing daerah secara spesifik.

Pada sub bab ini akan menguraikan mengenai kebijakan yang akan
ditempuh oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Sawahlunto berkaitan
dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dalam
kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat
daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan
pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah
ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar
perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran

sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan
pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program,
kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala
prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan
urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar publik terkait
pemenuhan belanja mandatory spending dan pemenuhan target Standar
Pelayanan Minimal (SPM) dan pencapaian sasaran pembangunan, tanpa harus
menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi
kewenangan daerah. Program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pelaksanaan

urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan
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dapat dialokasikan setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan

wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Analisis kinerja keuangan masa lalu dan tahun berjalan dilakukan terhadap
penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan
dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah
yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah
pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan
penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah

dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan
daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang, untuk penghitungan kerangka
pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat
diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan
penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan
pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan

perundang-undangan.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari
pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu
melaksanakan dan merealisasikan program—program pemerintah daerah. Oleh
sebab itu kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam
pembangunan daerah. Sehinga diperlukan kebijakan yang memperhatikan
kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2024 kebijakan keuangan
daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang
utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan
lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan
belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain
itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas
pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan ekonomi dengan tetap

mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari
penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap
menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan
berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan

mengedapankan prinsip akuntabilitas.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan
Daerah dan besarannya sangat menentukan kemampuan daerah dalam
melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan Daerah
dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan
kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan
kepada masyarakat. Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat
seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan
pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah
dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-
sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari

pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan
Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan
asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut
obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah

dan retribusi daerah.

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek
pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada
perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
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menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan BMD
yang tidak dipisahkan, b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak
Dipisahkan, c). Jasa Giro, d). Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, €).
Pendapatan Bunga, f). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian
Keuangan Daerah, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan, h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan i). Pendapatan
dari Pengembalian, j). Pendapatan BLUD, k). Pendapatan Denda atas
Pelanggaran Daerah.

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun
2019-2023 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto
terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi.
Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap
pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto
sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Propinsi.

2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan
stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan
perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran
dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan
keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan,

misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.

3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil
belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah

daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu
sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan
selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa
kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap
Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan
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inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik
daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi
pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang
bersifat idle mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.

Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah
sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota
Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi
pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaaan hanya
diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal
pada bank tersebut

Dari analisa permasalah yang ada di atas maka dirumuskanlah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan
kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi
informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja
sama dengan stakeholder.

Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan
aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan push android
yang menyajikan tagihan secara real time dan dukungan transaksi
non tunai.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk
masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui
pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan
hubungan masyarakat yang efektif.

Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung
mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama
dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam

pengelolaan pendapatan daerah.

- _ _______ __ _ __ _ __ ___________________ __ ____ _____ ___ ______ _ _________________________________ ___}
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